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KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik good governance serta
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita — cita berbangsa dan
bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.
XI/MPR/1998 dan Undang — undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem
Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif,
berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan — ketentuan diatas dan dengan didasari
keinginan yang luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan uraian
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan
misi serta penjabarannya dari Kantor Kecamatan Sukasari.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor
Kecamatan Sukasari lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu
sesuai yang diharapakan sehingga mewujudkan good governance.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna,
maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan
penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada tahun berikutnya.

asari, Januari 2024
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai
tuyjuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan
legitimate sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangusng
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut
governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya
disebutnya good governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance dapat
menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan
semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut
adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan

moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas managerial pada
tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap
bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas
kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya
kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali
(uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara
nyata dapat dikendalikan oleh sescorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut
benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas  didefinisikan sebagai suatu  perwujudan kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan

meruapakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
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keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal
tersebut, telah ditetapkan TAP MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang
nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut.
Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Lakip juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong
terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka lakip berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan
peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023, Rencana
Kerja Pemerintah Kecamatan Sukasari dan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan lakip tahun 2023 berdasarkan
pada indikator (/nputs, Qutputs, Qutcomes, dan Benefits), juga diatur mengani metode,
mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu lakip Kecamatan Sukasari yang
menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini

telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisiie;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Pemberdayaan aparatur Negara nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/1X/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan keuangan Daerah;

/N 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nonor 4 tahun 2016 tentang Perubahan

/ ‘\'Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomr 16 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-
2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2013-2018;

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah
Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta;
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16. Keputusan Camat Sukasari Nomor : 600/SK-39/Perenc/X1/2013 tentang Rencana
Setrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan
Sukasari Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018;

17. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
No. 1);

\}d Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

! daerah kabupaten Purwakarta Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta;

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 No. 3%

1.3 Aspek Strategis Daerah
Kecamatan Sukasari secara secara administratif berbatasan -

- Bagian Utara : berbatasan dengan Kabupaten Karawang
- Bagian Timur - berbatasan dengan Kecamatan Jatiluhur
- Bagian Selatan ‘berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

- Bagian barat : berbatasan dengan Kabupaten Bogor

Kecamatan Sukasari mempunyai luas kurang lebih 92.01 km?2, terdiri dari tanah darat
(perumahan), tanah sawah, tanah pengangonan, tanah kolam empang, tanah perkebunan,

ladang, dan lain-lain.
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Berikut ini merupakan Data Desa yang terdapat di Kecamatan Sukasari :

Tabel 1.1
Komposisi struktur administratif kewilayahan per Desa
No | Nama Desa Luas Dusun | RW "
Wilayah
1. Kutamanah 3010 2 6 17
2. Kertamanah 1800 3 7 12
3. Ciririp 2097 3 10 19
4. Sukasari 802 - 7 14
9. Parung Banteng 1773 3 7 15
Jumlah 9482 13 a7 77
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Sukasari Tahun 2023
Jumlah Jenis Kelamin Jumlah
No Nama Desa KK L P Jiwa
1. Kutamanah 1120 2035 1945 3980
2. Kertamanah 1011 1623 1701 3324
3. Ciririp 1173 1924 1807 3731
4. Sukasari 1154 1887 1776 3663
5. Parung Banteng 907 1527 1333 3860
Jumlah 5365 8996 8556 17558

Penduduk sebagai entitas pelayanan, pemberdayaan dan pembinaan di atas merupakan
sasaran sekaligus sumber daya yang dalam interaksi sosial dan interaksi pembangunan di
dalamnya membutuhkan ketersediaan sarana dan pra sarana baik infrastruktur maupun
suprastruktur terutama pada bidang-bidang yang merupakan basic core pembangunan
masyarakat. Sepanjang sarana dan pra sarana tersebut tidak dan/atau belum tersedia, maka

interaksi pembangunan dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pembinaan
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dalam kerangka tugas umum pemerintahan di Kecamatan Sukasari dengan sendirinya tidak

akan optimal.

Ketersediaan infrastruktur sarana pendidikan di Kecamatan Sukasari pada saat ini dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan

SMA / SMP / SD /

No Nama Desa sederajat | sederajat sederajat
1; Kutamanah - 2 2
2 Kertamanah 1 1 1
3 Ciririp - 2 2
4. Sukasari - 1 2
S. Parung Banteng - 1 2
Jumlah 1 7 9

Ketersediaan infrastruktur sarana kesehatan masyarakat di Kecamatan Sukasari
adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan

No Nama Desa Rum:‘l:xt Puskesmas | Posyandu
L Kutamanah - - 7
2. Kertamanah - 1 6
3 Ciririp - - 10
4, Sukasari - - 7
S. Parung Banteng - - 7

Jumlah - 1 37

Ketersediaan Infrastrukiur ekonomi berupa pasar sebagai sarana interaksi ekonomi

penduduk dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 1.5
Ketersediaan Pasar

Pasar Tradisional
No Nama Desa | Pasar Modern
Pasar Desa uli:;;n

ks Kutamanah - - 1
2 Kertamanah 1 - -
3. Ciririp - - -
4, Sukasari = - B
53 Parung Bantcng = - :

Jumlah 1 - 1

Sementara itu, untuk sarana peribadatan penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sarana Peribadatan

Langgar/ Gereja/
No Nama Desa Mesjid Susan Vihara, dll.
1. Kutamanah 6 6
2 Kertamanah 6 6
3. Ciririp 10 10
4. Sukasari 7 7
8 Parung Banteng T 7
Jumlah 36 36

Adapun ketersediaan infrastruktur jalan berikut ketersediaan sarana transportasi

umum sebagai sarana aksesibilitas dan mobilitas penduduk antar desa dan dalam desa dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Infrastruktur Jalan dan Sarana Transportasi Umum
Panjang Jalan (km) Transportasi
Umum

No Nama Desa Al Rebat

Air
Beton Batu | Tanah | Darat

Ik, Kutamanah - - - Tidak [Tidak
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Ada* |Ada*

2 Kertamanah - - - Tidak [Tidak
Ada* |Ada*
3. Ciririp 2,5 35 0,75 Tidak [Tidak
Ada* |Ada*
4, Sukasari 1,167 | 15 2 Tidak [Tidak
Ada* |Ada*
5. | Parung Banteng 10,5 - 1 Tidak [Tidak
Ada* |Ada*

Jumlah 14,167} 18,5 | 3,75

*lebih bersifat personal, iinsidentil dan belum tertata dan terorganisirsecara
Jormal sesuai kategorinya sebagai ASDP (Angkutan Sungai dan Peraiaran)

Berdasarkan tabel infrastruktur jalan di atas, dimana kondisi Jalan darat layak pakai
baru mencapai dari ruas jalan darat yang ada, ditambah dengan tidak tersedianya sarana
transportasi umum darat dan belum tertatanya angkutan air, maka dapat dikatakan
interaksi kepemerintahan dan pembangunanantara entitas pelayanandalam halini Desa, RW,
RT, dan segenap lapisan penduduk Kecamatan Sukasari,dengan pemberi pelayanan, pembinaan
dan pengawasan; dalam hal ini Kecamatan Sukasari sebagai perangkat daerah Pemerintah
Kabupaten Purwakarta mengalami banyak hambatan, dalam arti efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari dalam bidang pelayanan, pembinaan,
pemberdayaan, pengawasan serta pengkoordina- sian sektor-sektor tugas kerja dengan
perangkat-perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, akan
senantiasa terkendala dengan soal waktu dan rendahnya partisipasi akibat tidak atau belum
tersedianya infrakstruktur yang dapat menjembatani mobilitas dan aksesibilitas lokasional

dari masing-masing pihak.

Demikian pula dampaknya terhadap masyarakat, dimana minimnya ketersediaan
infrastruktur dimaksud berdampak signifikan terhadap kelancaran interaksi sosial, budaya
dan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah Sukasari merupakan

wilayahyangsecara ekonomi paling tertinggal dari kecamatan-kecamatan lainnya.

Pada akhirnya, deskripsi data kewilayahan dalam bentuk pertanahan, keberadaan

desa, RW, RT sampai dengan lapisan penduduk berikut sektor sarana pra sarana berupa

ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur melalui tabel-tabel di atas, kesemunya




terangkum sebagai sebuah entitas yang menentukan dalam implementasi tugas dan fungsi
kerja pelayanan, pembinaan dan pengawasan Kecamatan Sukasari, baik pada tahap

perencanaan strategisnya maupun dalam implementasinya terkemudian.

1.4 Struktur Organisasi

Kecamatan Sukasari adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Purwakarta dipimpin
oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati. Kecamatan Sukasari berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Fungsi serta Tata kerja
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan

Fungsi serta tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Sukasari adalah
sebagai berikut :

Camat
Sekretaris
I
[ ]
Kasubag
Kasubag Program,Perenca

: naan dan

Kepegawaian dan Pelaporan

Umum Keuangan
Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
Tapem Trantib Ekbang PMD Kesos

m
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1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari dituangkan dalam susunan organisasi
yang mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien.
Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan
wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi
antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna
menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan

organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukasari

membentuk struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum

b. Subbagian Program, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Ketentraiman dan Ketertiban

_.S:-

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7

Seksi Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 tahun 2016 tentang Perincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Sukasari mempunyai tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat
Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
umum;

¢. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan
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h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evalua_si
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota
yang ada di kecamatan;

k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
I. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;

m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan
perundang-undangan;

n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.

0. Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

2. Seketaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan
yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan

urusan administrasi umum kecamatan.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi
administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

¢. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:
a. Menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
kecamatan;

¢. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
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Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;

oo A

Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; hubungan
masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

@

h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup
kecamatan;

1. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup
kecamatan;

J. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada
atasan;

1. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
sekretaris;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Sekretaris kepada camat.

3. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan
pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran,
perbendaharaan, dan akunting;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3)  Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
mempunyai perincian tugas:

a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat
penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;

d. Menyusun dan mengusuikan nama-nama caion bendahara di lingkup
Kecamatan;

¢. Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
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f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran
gaji;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,
pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;

h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disactujui oleh
PPTK;

1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

J. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh
APBD di lingkup kecamatan;

~

Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

fo—

Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;

? B

Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaraan
kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

e

Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di
lingkup kecamatan;

p. Menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
q. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;

r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR);,

s. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit
kerja lain yang terkait;
t. Mengatur administrasi perjalanan dinas;

u. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup
Kecamatan;

v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan,
keuangan, dan pelaporan kepada atasan;

w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

X. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Subbagian Kepegawaian dan Umum
(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan
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kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian,
perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas,
sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan
keprotokolan kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian
tugas :

a. Rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit
organisasi lingkup kecamatan;

c. Mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

d. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan kecamatan;

¢. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan
yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
(KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai
(Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum,
pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar,
membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah,
usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit
(PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat
konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep
memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan
pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup
kecamatan;

g Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas
kecamatan;

h. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler
kecamatan;

1. Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja;
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j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
k. Mengelola administrasi gaji pegawai;

. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan
umum kepada atasan,

m. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Subbagian Kepegawaian dan Umum;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya;

0. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian
Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan

(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau
kcgiatan pemcrintahan di tingkat kccamatan; scrta mclakukan pcmbinaan,
fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata
Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di
tingkat kecamatan;

b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan
bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat
kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa
dan/atau kelurahan;

<%

Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung
terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan
dan/atau desa;

e. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3)Dalam menyeienggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain
dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
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c. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya
guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan,
serta desa dan/atau kelurahan;

d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup
kecamatan,

f Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan
kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

h. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;

i, Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau
kelurahan;

j. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;

k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Seksi Tata Pemerintahan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan
program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban
umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah
kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, scria
perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;

c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-
upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan
ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH { LAKIP ) KECAMATAN SUKASARI TAHUN 2023 N Page16




masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau
kelurahan;

penggalian dan pelestarian kearifan budaya iokal guna mendukung guna
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta
perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai
perincian tugas :

a.
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Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan
evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum,
kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat
di wilayah kecamatan;

Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-
upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan
bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umuin, kesatuan bangsa, serta perlindungan
masyarakat di wilayah kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk
hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah
kecamatan;

Melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi
penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan
antargolongan;

merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan
sosial, dan konflik etnis;

. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan

ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan;

. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;




m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(1)  Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai
tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau
kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di
wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah
kecamatan;

Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan
ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas
sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup,
serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah
kecamatan;

Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan
ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintah desa dan/atau kelurahan;

Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan:
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3)  Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian
tugas :

a.

Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. Menyelenggarakan  kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut
serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan
ataupun di desa dan/atau kelurahan;

. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan

evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas
umum;
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€. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan
layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di wilayah kecamatan;

f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan
desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku
pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola
usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

g Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan
evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan
desa dan/atau kelurahan;

h. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam
pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi
ekonomi daerah;

J. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan
dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan:;

k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

l.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan
guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya
masyarakat;

¢. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-
upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat
dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan:

d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan
dan penanggulangan bencana;
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Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan
penanggulangan bencana;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3)  Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

a.
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Menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan
sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga  berencana,
kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi
terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis
swadaya masyarakat;

. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat
dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan
pencegahan serta penanggulangan bencana;

Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan
penanggulangan bencana;

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya
pencegahan dan penanggulangan bencana;

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan

dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya
pencegahan dan penanggulangan bencana;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan
evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;

Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Seksi Kesejahteraan Sosial;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya,

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat
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9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seks?
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai
tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pembcerdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a.

b.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau  kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian
tugas:

a.

b.
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Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan dan mclaksanakan program dan/atau kcgiatan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi

terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis
swadaya masyarakat;

Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan
oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna
pemberdayaan masyarakat dan desa;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan
dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan
evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan
desa dan/atau kelurahan;

Mengeiola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

1. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

1.6  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP
Kecamatan Sukasari Tahun 2023 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen
LAKIP adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini memuat tentang alasan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (Lakip)/manfaat Lakip, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Potensi yang menjadi ruang

lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan Lakip.
BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan
perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama
yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan sertabagaimana kaitannya

dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi
anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang

capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan

/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi
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yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah termasuk rencana tindak

lanjutnya.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategik. Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi
agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat

diikuti dan dipantau pencapaiannya.

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan dengan
mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra SKPD Kecamatan Sukasari
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatf yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi meliputi Keijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun
yaitu 2018-2023.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang
disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau
taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis,
Kecamatan Sukasari diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi
pada hasil yang diinginkan d! masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang
Jelas dan tepat, maka Kecamatan Sukasari diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan
diuraikan tentang visi, misi dan factof-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung
visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan,
program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh
karena itu, visi Kecamatan Sukasari adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kecamatan Sukasari sebagai Perangkat daerah
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telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu :
MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA ”.

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Purwakarta tersebut dan dengan
mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Sukasari serta perkiraan potensi yang
dapat dikembangkan di masa yang akan datang, maka dirumuskan Visi Kecamatan

Sukasari adalah: “Membantu mewujudkan Purwakarta Istimewa”

2.1.2. Misi

Misi Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Sukasari
adalah Misi Kedua yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bersih dan professional” Misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan,
keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan
misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan
tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang
dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.
Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin
dituju.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang

lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi unsur organisasi

kecamatan, sedangkan tujuan dari misi Kecamatan Sukasari yaitu :

a. Tujuan:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

b S iuan ini adalah :

1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik vang Efektif dan
Modern Melalui Penerapan SPBE.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan
yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Sukasari

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH ( LAKIP ) KECAMATAN SUKASARI TAHUN 2023 Page 25




telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah
melalui Keputusan Camat Sukasari Nomor : KU.01.07/ /SK-IKU/2023 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU)Kecamatan Sukasari Tahun 2023.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023

No Indikator Kinerja Utama

1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
2 Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukasari Tahun 2023

NO SASARAN IKU

1 Meningkatnya Penerapan

Reformasi Birokrasi dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyelenggaraan Pemerintahan | (ethadap Pelayanan di Kecamatan
Umum yang Baik dan Efektif

2 Meningkatnya Kualitas

Administrasi Pelayanan Publik | Tingkat Pemenuhan Dukungan
yang Efektif dan Modern Manajemen Perkantoran

Melalui Penerapan SPBE

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi
Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan
kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun
2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati
Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Kecamatan Sukasari sebagai penerima amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
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bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penysusunan Perjanjian Kinerja adalah :
Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kecamatan Sukasari untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur :

1. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi
atas perkembangan/kemajuan kinerja Camat Sukasari;

4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hai terjadi kondisi terjadinya

pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :

* Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

e Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasari Tahun 2023

NO SASARAN IKU TARGET SATUAN
1 | Meni tnya P
ngka. }fa ene.r apan Nilai Indeks Kepuasan
Reformasi Birokrasi dan
Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan . 93 %
. Pelayanan di
Pemerintahan Umum yang K
Baik dan Efektif S
2 | Meningkatnya Kualitas
Administrasi Pelayanan Tingkat Pemenuhan
Publik yang Efektif dan Dukungan Manajemen 100 %
Modern Melalui Perkantoran
Penerapan SPBE
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2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai
bagaimana Kecamatan Sukasari mencapai tujuan dan sasaran Renstradengan efektif dan efesien.
Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik
tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung
dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di
dalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan

pemanfaatan teknologi informasi.
2.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi adalah Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Sukasari melalui peningkatan kualitas SDM aparatur. Urusan yang terkait dengan misi ini pada
khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, namun secara umum misi
ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh Jjajaran pemerintah

Kecamatan Sukasari.
Strategi dan Arah Kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, yaitu :

1. Strategi — Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif
dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi

2. Kebijakan — Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.4. Program Dan Kegiatan

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

* Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh

Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
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3.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

e Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

* Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah

5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

* [Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Tahun 2023

No Program Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil) Target Anggaran
1 | Program Perencanaan, meningkatnya kualitas
Penunjang Penganggaran, dan | pengelolaan Perencanaan, 100% 6.306.400
Urusan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi I
Pemerintahan Perangkat Daerah | Kinerja Perangkat Daerah
Daerah Administrasi Meningkatnya pengelolaan
Kabupaten/Kot Keuangan administrasi keuangan di 100% 2.332.821.455
a Perangkat Daerah | kecamatan sukasari
g:rr:rl:gjlsﬁi‘;islxc Menmgkatiya lapomn
Daerah pada administrasi barang milik 100% 2.971.000
P K daerah di Kecamatan Sukasar
erangkat Daerah
At Meningkatnya kualitas
Umum Perangkat 2:1:2’;’::1?:“{’3;‘5:?1““ 100% 278.728.699
Lrah kecamatan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Meningkatnya kuantitas BMD
Penunjang Urusan Kecamga]:an Sukasari L 141000
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jass Meningkatnya k_ualitas
Penunjang Urusan pelayanan dan klpglja .
Pemetiniaban pengel_olaan adrpmxstrasx 100% 381.346.017
Baciih pemerintahan di kecamatan
acra sukasari
]I;:rrr:ll;h&r;;r: Meningkatnya kualitas
Daerah Penunjang kcterscdiaan barang milik
- S daerah.dalan{ raqgkg 100% 199.205.000
Pemesiitalian lr(nenunjang kmerja_dl
ecamatan sukasari
Daerah
2 | Program Penyelenggaraan Meningkatnya kualitas
Penyelenggaraa Urusan penyelenggaraan urusan
n Pemerintahan Pemerintahan yang | pemerintahan yang tidak 100% 3.000.000
Dan Pelayanan Tidak dilaksanakan oleh unit kerja i
Publik Dilaksanakan oleh | perangkat daerah di
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Unit Kerja kecamatan sukasari
Perangkat Daerah
yang Ada di
Kecamatan
§ (| P Rondiig meningkatnya pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan ot digxll( ol I{erferap i iy
Ketentramar} 1 Penggakan Penegakan Peraturan Daerah 100% 3.000.000
Dan Ketertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Umum dan Peraturan di kecamatan sukasari
Kepala Daerah
4 grogr a;m fjenyelenggaraan Meningkatnya Kualitas
e en%guaa p Mane . Penyelenggaraan Urusan
Dot | 1 s Rt Pemerintahan Umum sesuai 100% 76.200.000
Uemenn ah P . - penugasan Kepala Daerah di
mum enugasan Kepala | o0 o otan Sukasari
Daerah
5 | Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Rekomendasi dan | Meningkatnya kualitas
Pengawasan Koordinasi fasilitasi dan rekomendasi dan
Pemerintahan : Pembinaan dan koordinasi pembinaan dan Tos SR
Desa Pengawasan pengawasan pemerintah Desa
Pemerintahan Desa
Total 3.384.326.071

H
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sukasari selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukasari yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sukasari. Pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan  Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri N egara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-
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rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya

dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
No Interval Nilai Kriteria Penilaian Realisasi

Realisasi Kinerja Kinerja
1. 91 <100 Sangat Tinggi
2, 76 <90 Tinggi
3 66 <75 Sedang
4. 51<65 Rendah
5. <50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Sukasari
Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Camat melaksanakan tugas sesuai yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi serta
melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Camat
dibantu oleh Sekretaris, para Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh para
Kepala Subbagian.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan
ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu
yang bersifat normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. KU yang
ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam
organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari
instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sukasari telah menctapkan 2 (Dua)

Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan
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juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja
Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama Kecamatan Sukasari Tahun 2023 sebanyak 2 (Dua) Indikator
Kinerja Utama belum sepenuhnya mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2023
No ln@ka?or Target | Realisasi (%) | Capaian (%) Sumber Data
Kinerja
1 | Nilai Indek
a1 ndeRs 93 77,22 83,03 Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan
Masyarakat.
masyarakat
Rumus :
terhadap Capaian = Realisasi x 100
Pelayanan di Target
Kecamatan
2 | Tingkat
Pemenitin 100 100 100 Le?por‘an Mor.le\(;
Dukungan Realisasi Kinerja dan
Keuangan.
Manajemen Rumus :
Perkantoran Capaian = Realisasi x 100
Target

* Indikator kinerja ke 1 : capaian kinerja tidak tercapai dari target yang ditetapkan
sebesar 93 sedangkan realisasi sebesar 77,22 persentase capaian sebesar 83,03 %.
Capaian tersebut berada di kriteria penilaian tinggi. Dengan kata lain, Kecamatan

Sukasari telah melaksanakan pelayanan publik dengan di kecamatan.

* Indikator kinerja ke 2 : capaian kinerja terpenuhi dari target yang telah ditentukan
sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %, persentase capaian 100%. Capaian

tersebut berada dalam kriteria penilaian tinggi.
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Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

2022 2023
Indikator

No o Realisasi | Capaian Realisasi | Capaian
Kin . Target
erja Target (%) (%) arge (%) (%)

Nilai Indeks
I Kepuasan
masyarakat
terhadap 93 78,17 84,05 93 T122 83,03
Pelayanan di
Kecamatan
2 | l'ingkat

Pemenuhan
Dukungan

100 100 100 100 100 100
Manajemen
Perkantoran

Analisis perbandingan capaian kinerja Kecamatan Sukasari dari tahun 2022 dan

2023 dengan uraian sebagai berikut :

7

* Indikator kinerja ke 1 : Tingkat realisasi turun dibanding tahun sebelumnya yaitu.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya responden dalam pengisian survei kepuasan
Masyarakat.

* Indikator kinerja 2 : Target dan capaian untuk tahun 2022 maupun tahun 2023
tetap yaitu sebesar 100 %. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran telah

dilaksanakan oleh Kecamatan Sukasari secara maksimal.

Tabel 3.4

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Target
s Indikator Capaian Akhir Tingkat
No 1 S = ;
s s s Kinerja 2023 (%) | RPJMD | Kemajuan
(2023)
1 | Mewujudkan Meningkatnya Tingkat
Tata Kelola | Penerapan Pemenuhan 100 100 100
Pemerintahan Rgfokr;na§1 Dukungan
yang Baik g;glel;;illggarg:: Manajemen
dan Efektif Pethegintahaz Perkantoran
Umum yang N




Baik dan Efektif

Meningkatnya Nilai Indeks

Kualitas Kepuasan 83,03 93 89,28
i‘:;mw_ar,lat? ) masyarakat

inistrasi
Publik  yang| T2d2P

Efektif dan| Pelayanan di
Modern melalui| Kecamatan
Penerapan SPBE

Pencapaian stategis Kecamatan Sukasari dicerminkan dalam capaian indikator
kinerja. Capaian tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target, namun demikian
Kecamatan Sukasari telah memberikan Pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat,
untuk selanjutnya pelayanan akan terus ditingkatkan agar tingkat pencapaian dapat

memenuhi target yang telah ditentukan.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

. Indikator Standar
T likat - :
No ujuan Sasaran i Realisasi Kabtipaten Capaian

1| Mewujudkan | Meningkatnya Tingkat
Tata Kelola | Penerapan Pemenuhan 100 ) -
Pemerintahan Rgforma_si Dukungan

yang Baik Birokrasi  dan Manajemen

) Penyelenggaraan
dan Efektif Pemesineian Perkantoran

Umum yang
Baik dan Efektif
Meningkatnya Nilai Indeks
Kualitas Kepuasan 77,22 84,56 91,31
P elayapan , masyarakat
Administrasi
. terhadap

Publik yang .
Efektif dah Pelayanan di
Modern melalyi | Kecamatan
Penerapan SPBE
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Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Solusi

Indikator & : Anahs.l : Solusi yang
No Tujuan Sasaran e Target [Realisasi/Capaian| Keberhasilan / dilakuk
Kinerja e i an
gagalan
1 Mewujudkan | Meningkatnya Tingkat
Tata Kelola | Penerapan Pemenuhan -
Pemerintahan Rf:forma§i Dukungan Dukungan
yang Baik dan ?;(;kerlglggr;aan Manajemen Manajemen
Efektif Pemerintahan Perkantoran ;t;;llclantoran
S;I,“E‘;e{,i'{}g a 100 | 100 | 100 | gilakukan
dengan baik
dan maksimal
Meningkatnya Nilai Indeks
Kualitas Kepuasan Perlu
Pelayanan masyarakat Pelayanan dilakukan
Administrasi terhadap Publik telah | sosialisasi
Publik yang Pelavasnan:ds dilakukan dan
Efektif dan Y dengan baik, ngadaan
Modern melalui Kecamatan & peiEad
Penerapan SPBE tetapi dengan | perangkat
penerapan digital yang
93 | 77,22 | 83,03 | SPBE ada dapat
beberapa dipergunakan
Masyarakat | untuk umum
vg terkendala
dalam
perangkat
digitalnya

Berdasarkan hasil Capaian pengukuran kinerja sasaran strategis Kecamatan Sukasari

Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi

Kabupaten Purwakarta, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
; Menunjang /
No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Prog.ram Indikator Kinerja| Cz%palén Tidak
Kegiatan Kinerja ;
Menunjang
1 Tujuan : ) Menunjang
Mewujudkan Tata Program Capaian B
Kelola Penunjang SAKIP
Pemerintahan Urusan Perangkat
:ﬁ% fl':lﬂ]i(f" Pemerintahan | Daerah;
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Daerah Persentase
Kabupaten/K | Pemenuhan
ota Penunjang
Pelayanan
Perkantoran
Sasaran 1. Tingkat _ Menunjang
Meningkatnya Pemenuhan meningkatnya
penerapan Dukungan Perencanaan, | kualitas
Reformasi Manajemen Penganggaran, | pengeioiaan
Birokrasi dan Petkanioran Dan Evaluasi | Perencanaan,
Penyel'e o Kinerja Penganggaran,
SEmesRy Perangkat dan Evaluasi
Umum yang —
Baik dan Efektif Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah
Sasaran 2. Nilai Indeks o ) Menunjang
Meni.ngkatnya Kepuasan Administrasi T
Kualitas masyarakat Keuangan Sl
Pesymuh | terhadap Perangkat pd selo aal
Administras Pel di Dactah 4 mlmstran
Publik yang ciiyanan di keuangan di
Efektif dan Kecamatan kecamatan
Modern melalui sukasari
SPBE
Menunjang
Administrasi Meningkatnya
Barang Milik | laporan
Daerah Pada administrasi
Perangkat barang milik
Daerah daerah di
Kecamatan
Sukasar
Menunjang
Administrasi Meningkatnya
Umum kualitas
Perangkat pelayanan dan
Daerah pengelolaan
administrasi
umum di
kecamatan
Menunjang
Pengadaan
Barang Milik | Mcningkatnya
Daerah kuantitas
Penunjang BMD
Urusan Kecamatan
Pemerintah Sukasari
Daerah
Menunjang
Penyediaan Meningkatnya
Jasa Penunjang| kualitas
Urusan pelayanan dan
Pemerintahan | kinerja
Daerah pengelolaan
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administrasi
pemerintahan
di kecamatan
sukasari
Menunjang
Pemeliharaan | Meningkatnya
Barang Milik | kualitas
Daerah ketersediaan
Penunjang barang milik
Urusan daerah dalam
Pemerintahan | rangka
Daerah menunjang
kinerja di
kecamatan
sukasari
Menunjang
Program Capaian Hasil Baik
Penyelenggara| Survey
an Kepuasan
Pemerintahan | Masyarakat
Dan
Pelayanan
Publik
Mezingk Menunjang
. eningkatnya
Penyelenggai kualitas
aan Urusan
Pemerintahan penyelenggara
yang Tidak | 2" Urusan
Dilaksanakan | P emer.mtahan
oleh Unit yang tidak
. dilaksanakan
Kerja . s
oleh unit kerja
Perangkat
perangkat
Daerah yang .
Ada di daerah di
Kecamatan kecama‘tan
sukasari
Program Persentase 100%
Koordinasi Penanganan
Ketentraman | Ketentraman
Dan dan Ketertiban
Ketertiban Umum yang
Umum Dilaksanakan
meningkatnya
Koordinasi pelaksanaan
Penerapan dan | Koordinasi
Penegakan Penerapan dan
Peraturan Penegakan
Daerah dan Peraturan
Peraturan Daerah dan
Kepala Daerah | Peraturan
Kepala Daerah
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di kecamatan
sukasari
Program Persentase 100%
Penyelenggara) Penyelenggara
an Urusan an
Pemerintahan| Pemerintahan
Umum Umum yang
Dilaksanakan
Penyelenggara | Meningkatnya
an Urusan Kualitas
Pemerintahan | Penyelenggara
Umum Sesuai | an Urusan
Penugasan Pemerintahan
Kepala Daerah | Umum sesuai
penugasan
Kepala Daerah
di Kecamatan
Sukasari
Program Persentase 100%
Pembinaan Pembinaan
Dan Dan
Pengawasan | pengawasan
Pemerintahan| Yang
Desa Dilaksanakan
Meningkatnya
Fasilitasi, kualitas
Rekomendasi | fygiiitasi dan
Dan rekomendasi
Koordinasi dan koordinasi
Pembinaan pembinaan
Dan dan
Pengawasan pengawasan
Pemerintahan pemerintah
Desa Desa

3.3. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2023, Kecamatan Sukasari memperoleh Anggaran Belanja Daerah
dengan total nilai sebesar Rp. 3.508.979.866.-. Adapun rincian anggaran belanja yang
terbagi pada beberapa program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.8

Capaian Realisasi Program dan Kegiatan

o Sisa
No Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % Anggaran

A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan 1.710.000 1.710.000 100 0
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 1.194.900 1.194.900
Dokumen Perubahan 100 0
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 2.184.900 2.184.900 100 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 1.216.600 1.216.600 100 0
Perubahan DPA- SKPD

2 | Adminisirasi Keuangan Perangkat Daerah

i ji j . .028.609.42 87,64

iestzedlaan Gaji dan Tunjangan 2.314.729.055 2.028.609.426 } 286.119.629
Koordinasi dan Penyusunan 15.442.800 8.794.800 56,95
Laporan Keuangan Akhir 6.648.000
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 2.649.600 2.649.600 | 100,00
Laporan Keuangan 0
Bulanar/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD

3 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi Dan Penyusunan 2.971.000 1.591.000 53,55
Laporan Barang Milik Daerah Pada 1.380.000
SKPD

4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi 10.550.200 10.550.200 | 100,00 0,00
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 47.140.400 47.040.000 | 99,79 100.400,00
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah 10.520.700 10.520.700 | 100,00 0,00
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 131.329.399 128.670.900 | 97,99 2.658.499,00
Penyediaan Barang Cetakan dan 6.650.000 6.045.600 | 90,91 604.400,00
Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.450.000 4.200.000 | 77,06 1.250.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 67.108.000,00 6.500.000 9,69 60.608.000,00
dan Konsultasi
SKPD

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeriniah Daerah
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Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Pengadaan Peralatan dan Mesin 56.741.300 56.375.000 99,35 366.300,00
Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, 45.931.000 40.975.000 89,21 4.956.000,00
Sumber Daya Air dan

Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 335.415.017 284.312.639 84,76 51.102.378,00
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Utrusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 39.000.000 30.000.000 76,92 9.000.000,00
Biaya Pemeliharaan,

dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.110.000 12.110.000 | 100,00 0,00
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 148.095.000 118.987.000 | 80,35 29.108.000,00
Kantor dan

Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh

Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Perencanaan Kegiatan Pelayanan 1.500.000 1.500.000 | 100,00

kepada Masyarakat 0
di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas 1.500.000 1.500.000 | 100,00

Pelaksanaan Pelayanan 0
kepada Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan 3.000.000 3.000.000 | 100,00

Perangkat Daerah yang

Tugas dan Fungsinya di Bidang

Penegakan Peraturan 0

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Dan Ketahanan Nasional Dalam
Rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta

76.200.000

57.065.000

74,89

19.135.000,00
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata
kepemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari
amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dibuat atas
pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Organisasi selama
Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran
Kinerja Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, bahwa sebagian besar
sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2023 memperoleh hasil yang cukup
memuaskan.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Sukasari selama tahun 2023 dapat
diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup
baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum
sesuai target yang diharapkan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat
beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2024. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil
evaluasi akhir tahun 2023 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan
datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target
yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Sukasari tahun 2023 ini disusun agar dapat bermanfaat bag1 kita semua.
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